OPTIMALISASI MANAJEMEN PENGAWASAN PENYIDIKAN 
UNTUK MENCEGAH TERJADINYA MAFIA HUKUM 
GUNA MEMBANGUN KEPERCAYAAN MASYARAKAT
1. PENDAHULUAN

Jajaran Kepolisian RI (Polri) berkomitmen terus menjalankan reformasi birokrasi. Pada HUT Ke-63 Bhayangkara pada 1 Juli 2009, Kapolri Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri menegaskan bahwa reformasi birokrasi itu diperlukan untuk memperkokoh citra Polri yang tegas dan humanis sebagai dasar untuk membangun kemitraan baik dalam tatanan lokal, nasional, regional, dan global. Semua itu perlu dilakukan karena Polri menyadari tantangan ke depan semakin berat. Tantangan itulah yang harus dijawab Polri sejak resmi memisahkan diri dari TNI sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 dan TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000 tentang pemisahan Polri dari TNI, yang diperkuat juga oleh TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000 mengenai Peran TNI dan Polri.
Dari aspek instrumental dan struktural, Polri sudah melakukan pembenahan yang cukup berarti dalam pengembangan Polri sebagaimana yang telah dicapai selama ini. Sedangkan dari aspek kultural di tubuh Polri, Kapolri mengakui masih perlu pembenahan karena belum berjalan sesuai keinginan dan harapan masyarakat pada umumnya. Oleh karena, Polri menetapkan grand strategy Tahap I dengan membangun kepercayaan publik (trust building) yang merupakan bagian dari potret besar reformasi birokrasi yang telah dicanangkan Pemerintah pada 30 Januari 2009 serta seperti diamanatkan Undang-undang No 17 Tahun 2007.
Program Quick Wins untuk masyarakat merupakan rangkaian dari reformasi birokrasi Polri yang bertujuan memberikan layanan bagi masyarakat dengan mencakup empat program unggulan. Di antaranya quick response alias respon cepat terhadap laporan dan pelayanan masyarakat, tranparansi pelayanan SIM, STNK dan BPKB, penyidikan tindak pidana, serta transparansi pengelolaan rekrutmen anggota Polri.
Sedangkan akselerasi reformasi Polri semakin dituntut akibat tuntutan perubahan dan besarnya tantangan tugas yang dihadapi. Dengan demikian, perlu percepatan dalam pembenahan Polri yang mencakup tiga program, yakni keberlanjutan program (sustainability program), program peningkatan kualitas kinerja, dan komitmen terhadap organisasi.
Sejalan dengan komitmen yang telah dicanangkan Sepanjang tahun 2009 Polri telah menorehkan prestasi yang signifikan pada aspek struktural, instrumental, dan kultural.
Pada aspek struktural yang berkaitan dengan reformasi birokrasi, Polri sudah melakukan restrukturisasi organisasi. “Mulai dari tingkat Mabes Polri sampai tingkat Polsek. Karena langsung bersentuhan dengan masyarakat, pelayanan diperkuat di Polsek dan Polres, kemudian Polda. Hal ini dilakukan agar pelayanan dapat dilakukan secara menyebar dan menyeluruh
Pada aspek instrumental Polri telah menunjukan kemajuan yang sangat pesat. Buktinya, sepanjang tahun 2009, sudah dikeluarkan sejumlah Peraturan Kapolri (Perkap) untuk mendukung tugas Polri dalam melakukan pelayanan masyarakat. Salah satu di antaranya adalah Perkap No 8/2009 tentang Pedoman Dasar Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Perkap ini dibuat Polri bersama LSM, dan sudah pula dimasukkan dalam kurikulum pendidikan Polri.
Selain instrumen lunak tersebut, instrumen lain seperti, sarana dan prasarana pendukung tugas-tugas Kepolisian juga sudah menunjukan kemajuan. Seperti contoh baru-baru ini Polri meluncurkan Sistem Layanan Pengadaan (barang dan jasa) Secara Elektronik (LPSE). Dan di awal tahun juga sudah meluncurkan sistem pelayanan SIM, STNK, BPKB melalui bank sampai ke tingkat Polres. Tidak hanya itu, untuk menunjang program quick response, Polri juga sudah melengkapi transportasi dan komunikasi dengan jaringan GPS.
Sedangkan pembenahan Polri di aspek kultural. Sampai saat ini masih saja dipandang masyarakat dengan ketidakpuasan. Oleh karena itu, Polri menyadari betul bahwa aspek kultural ini adalah aspek yang paling sulit dan membutuhkan waktu panjang untuk membenahinya. Oleh sebab itu, pembenahan sudah dimulai sejak awal rekruitmen. “Pada periode 2010 tidak lagi dari S1 atau S2, tapi dari SMU. Dan untuk pembinaan, Capa (Calon Perwira), Bintara tidak lagi 4 bulan, tapi 8 bulan. Dengan pendidikan hanya 4 bulan, tentunya banyak hal yang kita hadapi. Sehingga dibutuhkan perpanjangan waktu pembinaan”. Dengan ini, Polri berharap dapat dilakukan perubahan yang sangat mendasar dalam aspek kultural. Sehingga, akan berdampak pula pada menurunnya jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Masalahnya, sepanjang tahun 2009, Polri mencatat 1792 personil terkait pelanggaran disiplin, 444 terkait pelanggaran etika profesi, dan 1180 personil terkait pelanggaran pidana. Dari jumlah 1180 itu, kategori pelanggaran pidana yang paling banyak dilakukan adalah penganiayaan. Mabes Polri mencatat 210 personil yang melakukan penganiayaan. Sisanya, pelanggaran pidana, seperti narkoba, pencurian, penembakan, perbuatan tidak menyenangkan, zina, dan penyalahgunaan senjata api. Dan dari keseluruhan jumlah personil yang melakukan pelanggaran pidana, 365 orang dikenakan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). 
2. PERMASALAHAN
Prestasi-prestasi yang telah ditorehkan Polri sepanjang tahun 2009, khususnya dari sisi aspek kultural, nampaknya belum memberikan kepuasan yang maksimal kepada masyarakat. Hasil survei yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia (TII) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2008-2009, sama-sama meletakkan institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi yang rentan tingkat korupsinya. Baik TII maupun KPK sama-sama menemukan fakta bahwa tingkat suap di institusi penegak hukum ini marak terjadi. Hasil survey ini menegaskan bahwa 10 tahun kepolisian sejak dipisahkan dari ABRI (sekarang TNI) dan pencanangan reformasi kepolisian masih belum mampu mengubah kultur kinerjanya secara maskimum.
Sorotan tajam publik yang menuding adanya mafia hukum di tubuh Polri sebenarnya tidak perlu membuat tipis telinga. Karena hampir setiap negara maju dan berkembang pernah terlibat dalam kontroversi pemberantasan mafia hukum. Australia, misalnya, tidak luput dari persoalan yang satu ini. Begitu akutnya belitan mafia hukum di tubuh kepolisian hingga akhirnya parlemen Australia tahun 1994 membentuk komisi investigatif reformasi kepolisian di New South Wales. Komisi yang diketuai seorang hakim senior, James Roland Thomson Wood, bertugas membongkar dan memberi rekomendasi solusi bagi maraknya praktik mafia hukum di tubuh kepolisian New South Wales. 
Kehadiran komisi investigatif diperlukan karena perilaku menyimpang itu ditengarai melibatkan para detektif senior dan perwira tinggi kepolisian.
Komisi yang lalu dikenal dengan nama Komisi Wood (Wood Commission) mampu merampungkan tugasnya setelah bekerja hampir tiga tahun (Janet Chan and David Nixon, The Politics of Police Reform, Criminology and Criminal Justice Journal, 2007). Pintu keberhasilan mulai terbuka saat Wood pada Juni 1995 merekrut Trevor Haken, detektif senior yang bertobat sekaligus bersedia membelot dan menjadi informan bagi Komisi Wood. Trevor yang telah dibekali alat penyadap canggih diperintahkan Wood untuk menyusup dan beraktivitas seperti biasa dalam jaringan mafia hukum. Hasilnya amat mencengangkan Rekaman video dan audio menyuguhkan data masif adanya kegiatan mafia hukum yang sistematis dan mengakar dalam tubuh kepolisian New South Wales. Dimensi pelanggaran yang terjadi amat luas. Kegiatan mafia hukum dimulai dari penyalahgunaan kekuasaan, pemerasan, perlindungan terhadap jual beli narkoba, permintaan uang untuk melindungi bisnis judi dan pelacuran, penyuapan untuk menggagalkan proses penyidikan yang sedang berlangsung, fabrikasi berita acara pemeriksaan, penyuapan massal, bahkan rencana pembunuhan bagi siapa pun yang berkhianat.
Identik dengan yang telah dilakukan Mahkamah Konstitusi, Komisi Wood juga membeberkan temuan secara terbuka ke depan publik. Bisa dibayangkan apa yang terjadi saat rekaman pembicaraan dan video hasil penyadapan ditayangkan ke publik. Kemarahan dan ketidakpuasan publik atas lembaga kepolisian menyebar cepat. Kemarahan itu pula yang diakumulasi menjadi modal dasar pemicu reformasi besar-besaran di tubuh kepolisian New South Wales. Belajar dari sepak terjang komisi Wood, umumnya penggiat reformasi sektor keamanan mensyaratkan perlunya pembentukan tekanan opini publik agar mafia hukum dapat diberantas dari tubuh institusi penegak hukum. Hal ini tepat, tetapi tidak utuh.
Kembali kepada permasalahan yang dihadapi Polri, bahwa sebenarnya terdapat beberapa pola-pola mafia hukum yang terjadi ditubuh Polri selama ini, Pola-pola mafia hukum bisa kita lihat seperti dibawah ini:
	TAHAP
	POLA
	MODUS
	PELAKU

	Penyelidikan
	Permintaan uang jasa pada korban tindak pidana
	Polisi meminta uang pada saat laporan/pengaduan dengan alasan “uang operasional”untuk mempercepat penyelesaian perkara
	Polisi, Korban, keluarga korban

	
	Menghentikan proses penyelidikan dengan alasan laporan/aduan dicabut
	Polisi meminta uang kepada pelaku dengan kompensasi menekan korban untuk mencabut laporannya (terutama kasus kekerasan terhadap perempuan)
	Polisi, pelaku (tersangka), Keluarga tersangka, Advokat

	Penyidikan
	Negosiasi
	Polisi menawarkan pasal-pasal dalam pembuatan BAP, semakin ringan pasal yang ditimpakan, semakin besar biaya yang harus dibayar. Implikasi pada pengaburan barang bukti, keterangan saksi yang dimanipulasi dll
	Polisi, pelaku (tersangka), Keluarga tersangka, Advokat

	
	Pemerasan
	Polisi menerapkan pasal yang berat untuk menakut-nakuti pelaku, lalu mengajak diselesaikan secara damai
	Polisi, pelaku (tersangka), Keluarga tersangka, Advokat

	
	Penangguhan penahanan
	Polisi menetapkan sejumlah uang sebagai jaminan penangguhan penahanan. Uang jaminan tdk diserahkan tersangka ke panitera PN, tetapi ke polisi.
	Polisi, pelaku (tersangka), Keluarga tersangka, Advokat


Dengan melihat table di atas, tersirat bahwa praktik jual beli hukum sudah sedemikian menggurita. Keadilan tidak lagi bisa diperoleh dari institusi hukum khususnya dari Kepolisian. Polisi (penyidik) sebagai institusi pertama dalam proses penegakan hukum pidana seringkali menjadi entry point praktik tercela ini. Lanjut atau berhentinya proses perkara akan ditentukan disini. Oleh karena itu maka, institusi ini sering dimanfaatkan (baik oleh aparaturnya maupun orang-orang tertentu) untuk disetir sesuai keinginannya. Suatu kasus dapat dipetieskan bila ada pesanan untuk itu. Atau bahkan sebaliknya si korban bisa berubah menjadi pelaku bila uang sudah “berbicara”. 
Mendasarkan pada analisa pola-pola dan modus mafia hukum yang ada diatas sebenarnya Praktek Mafia Hukum Di Polri dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal, dimana  digambarkan sebagai berikut:


Bagan 1.

                                                                           Faktor – Faktor 

 Terjadinya Mafia Hukum
Problematika yang dihadapi Polri dari Sisi Eksternal adalah:

1. Buruknya Renumerasi 

Renumerasi didalam Polri dinilai buruk. Antara lain ditandai oleh indikator:
· Buruknya kualitas pelayanan publik (lambat, tidak ada kepastian aturan/hukum, berbelit belit, arogan, minta dilayani ataufeodal style dsb.)

· Sarat dengan perilaku KKN (Korupsi, kolusi, nepotisme)

· Rendahnya kuaiitas disiplin dan etos kerja pegawai negeri.

· Kuaiitas.manajemen pemerintahan yang tidak produktif, tidak efektif dan tidak efisien.

· Kualitas pelayanan publik yang tidak akuntabel dan tidak transparan.
2. Lingkungan Kerja

Beragam latar belakang dan karakteristik pribadi yang dimiliki para penyidik dan penyidik pembantu, turut mempengaruhi tingkat kualitas kinerja masing-masing penyidik dan penyidik pembantu tersebut, ada yang tinggi dan ada yang rendah, yang pada akhirnya sebagai akumulasi akan mempengaruhi tingkat kualitas kinerja fungsi Reskrim, baik latar belakang pendidikan, adat istiadat yang dianut, termasuk beragamnya karakter kualitas emosional dan intelejensia setiap penyidik/penyidik pembantu, kualitas mental dan  keimanan setiap orang yang juga sangat beragam, belum meratanya tingkat profesionalisme anggota polisi dalam segala tingkatan serta masih ditemukan penempatan  anggota polisi yang tidak sesuai  dengan  bidang  keahliannya,  dalam  hal  ini  kemampuan  di  bidang penyelidikan dan penyidikan.
3. Sarana dan Prasarana yang tidak mendukung.
Dukungan sarana maupun prasarana penyelidikan dan penyidikan pada fungsi Reskrim saat ini secara umum dapat dikatakan belum optimal. Contoh riilnya antara lain : 
1) Perangkat komputer, printer, meja, kursi, alat tulis kantor (ATK) dan lain-lain masih disediakan secara swadaya oleh penyidik dan penyidik pembantu mengingat dukungan dari dinas tidak memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas; 
2) Peralatan Olah TKP yang tidak lengkap dan tidak terdukung anggaran dengan optimal, sehingga pemenuhannya masih perlu didukung secara swadaya oleh satuan fungsi Reskrim sendiri, misalnya pengadaan film kamera, cd, dvd, kartu sidik jari danlain-lain untuk keperluan identifikasi; 
3) Kendaraan dinas untuk fungsi Reskrim di tiap satuan kerja (Satker) sangat minim bahkan banyak Satker yang tidak memiliki kendaraan dinas sehingga hal ini pun menjadi pemicu penyalahgunaan  wewenang  oleh  penyidik  dan  penyidik  pembantu  dengan menggunakan kendaraan bermotor yang merupakan barang bukti untuk keperluan pribadi maupun kedinasan; 
4) Tidak tersedianya ruangan penyimpanan berkas perkara dan barang bukti yang representatif seringkali menimbulkan masalah-masalah klasik yang selalu berulang seperti hilanganya berkas perkara atau barang bukti, jumlah barang bukti yang berkurang atau berubah bentuk; dan lain-lain.
4. Kultur-Kultur Negatif di Tubuh Polri
Masih  melekatnya  kultur  negatif  pada  para  penyidik  maupun penyidik pembantu pada fungsi Reskrim Polri, seperti misalnya 

a) “Budaya 86” yaitu upaya-upaya penyalahgunaan wewenang penyelidikan dan/atau dengan maksud dan tujuan tertentu demi kepentingan  pribadi  penyidik  maupun  penyidik  pembantu. Berbagai mekanisme dalam menjalankan budaya dimaksud secara turun temurun diperoleh oleh para penyidik maupun penyidik pembantu dari penyidik maupun penyidik pembantu lainnya yang lebih senior (lebih dahulu berdinas di fungsi Reskrim).  Walaupun  terkesan  layaknya  sebuah  “hidden curriculum”  yang  diturunkan  dari  satu  generasi  penyidik maupun  penyidik  pembantu  ke  generasi  penyidik  maupun penyidik pembantu berikutnya, namun eksistensi “budaya 86” tersebut adalah nyata adanya, antara lain sebagaimana yang diakui oleh pimpinan tertinggi Polri sendiri Jenderal Bambang Hendarso Danuri saat menyampaikan pidatonya dalam acara HUT Brimob ke-63 di hadapan anggota Korps Brimob Polri di Mako Korps Brimob Polri Kelapa Dua, Depok, tanggal 15 November 2008
b) “Intervensi atasan”, yaitu intervensi penyidikan oleh atasan yang berupa perintah tertentu seringkali memiliki legitimasi yang  lebih  kuat  daripada  prosedur  yang  ada  dalam  hal penanganan  suatu  perkara  tindak  pidana.  Hal  tersebut seringkali terjadi manakala seorang atasan penyidik memiliki kepentingan  tertentu  terhadap  penanganan  suatu  perkara tindak  pidana  yang  sedang  ditangani  oleh  penyidik  yang menjadi bawahannya. Bentuk intervensi tersebut antara lain dengan memerintahkan seorang penyidik mengubah status seseorang yang semula sebagai tersangka menjadi saksi atau juga sebaliknya tanpa didasarkan fakta hukum yang terdapat dalam  penyidikan  suatu  perkara  tindak  pidana,  dengan memerintahkan seorang penyidik untuk menyerahkan suatu barang sitaan tertentu milik tersangka padahal barang sitaan tersebut merupakan barang bukti dalam suatu perkara tindak pidana, dll
c) “Budaya setoran”, yaitu suatu mekanisme penyalahgunaan wewenang  oleh  para  penyidik  pada  fungsi  Reskrim  Polri dengan  menerima  “sejumlah  uang” tertentu  secara  rutin (mingguan, atau bulanan) dari seorang pelaku tindak pidana tertentu yang biasanya berupa praktik-praktik bisnis ilegal, seperti perjudian, illegal logging, illegal mining, pelanggaran HaKi (distributor/pedagang DVD bajakan, barang elektronik palsu, dll), usaha prostitusi terselubung (berkedok sebagai tempat spa and massage, salon kecantikan, hotel, dll), serta perdagangan minuman keras (di kafe, diskotik, atau night club, dll).
d) Terjadinya salah kaprah peran antara penyidik dan penyidik pembantu pada fungsi Reskrim Polri, dimana yang seharusnya seorang penyidik memiliki kemampuan dalam hal penyidikan yang lebih baik dari penyidik pembantu, namun yang terjadi seringkali  adalah  sebaliknya  sehigga  dalam  pelaksanaan penyidikan  suatu  perkara  tindak  pidana,  seorang  penyidik hanya  “main  perintah”  kepada  penyidik  pembantu  untuk melaksanakan tindakan penyidikan tanpa memahami posisi kasus suatu perkara tindak pidana yang sedang ditangani.
e) Sikap penyidik yang cenderung mengesampingkan penanganan perkara-perkara yang dianggap “tidak ada uangnya”, seperti misalnya perkara-perkara street crime yang memang menguras tenaga dan biaya yang tidak sedikit dan lebih mengutamakan perkara-perkara yang “ada uangnya”, seperti perkara-perkara terkait dengan sengketa hak kepemilikan atas suatu lahan tanah  tertentu,  dll.  Hal  tersebut  terjadi  karena  adanya pandangan yang “money oriented” dari para penyidik dalam penanganan suatu perkara tindak pidana.
f) “Pahala tak terhimpun, dosa tak terampuni”, yaitu adagium yang  berlaku  di  kalangan  para  penyidik  maupun  penyidik pembantu pada fungsi Reskrim bahwa ketika penyidik maupun penyidik  pembantu  tersebut  memiliki  banyak  prestasi  atau berdedikasi  tinggi  pada  bidang  tugasnya,  maka  prestasi maupun dedikasi tersebut jarang sekali mendapat reward dari atasannya  bahkan tidak  ada  sistem  record  khusus  untuk mencatat hal tersebut dan manakala penyidik maupun penyidik pembantu tersebut sekali melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak, maka terhadapnya akan langsung diberikan hukuman  tertentu  tanpa  mempertimbangkan  kredibilitasnya berdasarkan prestasi maupun dedikasinya sebelumnya.

Lebih lanjut dari sisi Eksternal, Polri masih menghadapi masalah 

1. Sistem Pendidikan Fungsi Reskrim yang Belum Kompetitif
Tidak seluruhnya dari para penyidik maupun penyidik pembantu pada fungsi Reskrim Polri pernah mengenyam pendidikan dasar kejuruan fungsi Reskrim sebagaimana yang diselenggarakan Polri di Pusat Pendidikan Reskrim Polri di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.  Padahal, secara ideal, seharusnya sebelum atau segera setelah seorang anggota Polri diangkat menjadi seorang penyidik maupun  penyidik  pada  fungsi  Reskrim  Polri  harus  lebih  dulu mengikuti  pendidikan  dimaksud  dan  lulus  sesuai  dengan standarisasi kelulusan yang telah ditetapkan.Fakta yang terjadi di lapangan, justru seringkali para anggota Polri  yang  tidak  berdinas  pada  fungsi  Reskrim  dikirim  oleh kesatuannya untuk mengikuti pendidikan dimaksud dan setelah selesai tidak juga diangkat sebagai penyidik atau penyidik pembantu apada fungsi Reskrim di kesatuan dimaksud.Disamping  pendidikan  dasar  dimaksud,  Polri  juga menyelenggarakan  berbagai  pendidikan  berupa  kursus  singkat tentang penyidikan atas berbagai jenis tindak pidana, baik yang diselenggarakan secara mandiri oleh Polri, misalnya pendidikan fungsi Reskrim yang dilaksanakan di SPN-SPN (Sekolah Polisi Negara) milik Polri maupun yang diselenggarakan atas kerjasama Polri dengan pihak kepolisian, antara lain di JCLEC (Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation) Semarang, atau yang murni bantuan dari kepolisian maupun pemerintah negara lain, seperti di ILEA  (International  Law  Enforcement  Academy)  USA,  ILEA Bangkok-Thailand, BKA (Bundes Kriminal Amt) Jerman, dll. Memang secara  ideal,  jika  berbagai  mekanisme  pendidikan  tersebut dilaksanakan  secara  sesuai  dengan  ketentuan  maka  akan membawa dampak positif bagi Polri, khususnya fungsi Reskrim, namun sayangnya tidak demikian faktanya, mulai dari proses seleksi untuk melaksanakan pendidikan-pendidikan tersebut saja sudah tidak sesuai dengan ketentuan, seringkali anggota Polri yang dapat mengikuti  pendidikan-pendidikan  tersebut,  khususnya  program pendidikan  ke  luar  negeri  adalah  anggota  Polri  yang  telah mempunyai  ”jalur lobi khusus”  pada struktur / bagian ”yang berkompeten” untuk hal tersebut sehingga yang tujuan semulanya bahwa ilmu yang didapat dari luar negeri tersebut adalah untuk dikembangkan lebih lanjut di tubuh Polri dan dimanfaatkan untuk memperkaya  khasanah  teknis  dan  taktis  penyelidikan  maupun penyidikan justru menjadi tidak bermanfaat karena tidak terjadi transfer  of  knowledge dari  anggota  Polri  yang  mengikuti pendidikan  di  luar  negeri  tersebut  kepada  Polri  secara organisasional  yang  salah  satu  sebabnya  seringkali  memang dikarenakan  adanya  motivasi  dari  para  anggota  Polri  tersebut hanyalah untuk  ”sekedar memperoleh pengakuan” bahwa yang bersangkutan ”sudah pernah sekolah ke luar negeri”, tidak lebih dari itu. Bahkan motivasi yang lebih ekstrim merugikan Polri adalah ketika anggota Polri tersebut hanya ”sekedar ingin berlibur” ke luar negeri melalui program pendidikan dimaksud.
2. Sistem Recruitment Tanpa Berdasarkan Kompetensi (Competency Base)

Hingga saat ini, Polri tidak menerapkan kriteria-kriteria tertentu yang dapat digunakan sebagai standar penialaian terkait dengan kompetensi seorang anggota Polri untuk dapat ditugaskan pada fungsi tertentu, termasuk fungsi Reskrim, baik dari sisi psikologis, intelektual maupun aspek-aspek terkait lainnya. Sebenarnya Polri telah  memiliki  lembaga  untuk  menguji  hal-hal  tersebut,  namun keberadaannya hanya sebatas untuk melakukan pengujian terhadap peserta tes calon anggota Polri atau tes kelanjutan pendidikan kedinasan Polri.Menurut pendapat penulis, sistem  recruitment  khusus bagi penyidik maupun penyidik pembantu merupakan hal yang sangat penting  mengingat  tugas  dan  tanggung  jawab  dalam  rangka pelaksanaan penyelidikan maupun penyidikan oleh seorang penyidik maupun penyidik pembantu selalu terkait dengan resiko hukum tertentu yang apanila terjadi kesalahan maka tidak saja berdampak secara individual bagi penyidik maupun penyidik pembantu tersebut tetapi juga secara organisasional terhadap Polri. Oleh karena itu seyogyanya, Polri melalui Bareskrim saat ini sudah harus memulai memikirkan tentang hal tersebut sehingga tidak terjadi lagi berbagai kesalahan-kesalahan fatal dalam pelaksanaan penyelidikan maupun penyidikan.Disamping itu, karakteristik pada bidang tugas fungsi Reskrim yang senantiasa berhadapan dengan berbagai permasalahan tindak pidana  yang  kompleks  dimana  dalam  permasalahan  tersebut melibatkan berbagai karakter korban maupun pelaku tindak pidana itu sendiri bahkan campur tangan publik yang saat ini dapat turut memantau kinerja Polri setiap saat melalui berbagai media massa yang ada, juga turut memperkuat adanya tuntutan diperlukannya karakter penyidik maupun penyidik pembantu yang tidak saja harus memiliki  kemampuan  teknis  dan  taktis  penyelidikan  maupun penyidikan yang mumpuni namun juga harus ”bermental tangguh” sehingga tidak mudah  ”down” manakala menghadapi berbagai kompleksitas permasalahan dimaksud.
3. Reward dan Punishment yang Tidak Jelas
Bekerja sebagai seorang penyidik maupun penyidik pembantu bagi seorang anggota Polri memiliki kekhasan tersendiri, antara lain dalam hal pengungkapan berbagai perkara tindak pidana, seperti halnya yang terjadi pada suatu kasus pembunuhan, pada saat tersebutlah  tergantung  harapan  besar  dari  keluarga  korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya agar para penyidik dan/atau penyidik pembantu pada fungsi Reskrim Polri mampu mengungkap kasus tersebut. Di satu sisi, hal tersebut akan mampu mendongkrak  citra  Polri  maupun  prestasi  tersendiri  bagi  para penyidik maupun penyidik pembantu yang berhasil menangani kasus dimaksud, namun di sisi lainnya juga menjadi ”hutang” bagi Polri maupun  ”beban  mental”  tersendiri  bagi  para  penyidik  maupun penyidik pembantu yang menangani kasus dimaksud apabila tidak berhasil mengungkapnya.Memang Polri memiliki mekanisme pemberian reward and punishment  terhadap  anggotanya  yang  berprestasi  dalam menjalankan  tugas-tugasnya,  termasuk  terhadap  para  penyidik maupun penyidik pembantu pada fungsi Reskrim, namun sejauh ini menurut pengamatan penulis, belum terdapat standarisasi untuk mekanisme pelaksanaan reward and punishment tersebut. Sebagai contohnya, pada suatu kesatuan kewilayahan Polri tingkat Polres, seorang Kapolres memberikan penghargaan terhadap para penyidik maupun  penyidik  pembantu  yang  berhasil  mengungkap  kasus pembunuhan tertentu dengan tingkat kesulitan tertentu, namun di Polres lain ketika terdapat penyidik maupun penyidik pembantu yang juga berprestasi mengungkap kasus yang sama dan dimisalkan dengan  tingkat  kesulitan  yang  sama  pula  tidak  mendapat penghargaan dari Kapolresnya dan banyak contoh lain yang serupa, dengan  nerbagai  prestasi  pada  bidang-bidang  tugas  kepolisian lainnya. Hal  tersebut  menunjukkan  kelemahan  Polri  dalam  hal standarisasi mekanisme reward and punishment yang salah satunya disebabkan hingga saat ini tidak terdapat indikator-indikator yang ditetapkan guna memberikan penghargaan terhadap para anggota Polri.Begitu  halnya  juga  terkait  dengan  pemberian  punishment, walaupun sudah terdapat peraturan kode etik Polri secara umum sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Kapolri No. Pol. 07 Tahun 2006, tanggal 1 Juli 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri maupun  yang  dikhususkan  bagi  penyidik  sebagaimana  yang tertuang dalam Peraturan Kapolri No. Pol. : 15 tahun 2006, tanggal 6 Nopember 2006 tentang Kode Etik Profesi Penyidik Polri, yang kesemuanya mengatur tentang pemberian sanksi, baik hukuman disiplin maupun pidana, namun faktanya tidak selalu demikian, sama halnya  yang  terjadi  mekanisme  pemberian  reward  yang  tidak standard sebagaimana dicontohkan penulis sebelumnya. Penyebab tidak terlaksananya mekanisme punishment secara tidak obyektif tersebut antara lain disebabkan adanya faktor ”kebijakan” seorang pimpinan  Polri  pada  suatu  satuan  kerja  tertentu  untuk  tidak melakukan tindakan tegas atas penyimpangan yang dilakukan oleh seorang  anggota  Polri.  Timbulnya  faktor  ”kebijakan”  dimaksud seringkali dipengaruhi hal-hal yang bersifat ”subyektif”, misalnya faktor latar belakang anggota Polri yang melakukan penyimpangan dimaksud memiliki keluarga di lingkungan Polri sebagai ”pejabat tinggi”,  atau  anggota  yang  melakukan  penyimpangan  tersebut memiliki ”kedekatan khusus” dengan pimpinannya yang berwenang menjatuhkan hukuman padanya, bahkan yang lebih ekstrim, pada perkara penyimpangan yang dilakukan anggota Polri pun dapat terjadi  ”budaya  86”,  dimana  pihak-pihak  yang  terkait  dengan pemeriksaan atas suatu penyimpangan yang dilakukan seorang anggota Polri dapat ”melakukan rekayasa” tertentu agar anggota yang  menyimpang  tersebut  ”tidak  terbukti”  melakukan penyimpangan  dan  sebagai  kompensasinya, terdapat ”sejumlah uang”  yang  harus  diberikan  oleh  anggota  yang  melakukan penyimpangan tersebut kepada pihak-pihak tertentu di lingkungan Polri yang berkompeten menangani penyimpangan dimaksud-situasi terakhir yang dicontohkan penulis kerap disebut oleh anggota Polri dengan istilah ”jeruk makan jeruk”, artinya anggota Polri yang melakukan pemerasan terhadap sesama anggota Polri sendiri.Berkebalikan  kondisinya  manakala  seorang  anggota  Polri misalnya melakukan penyimpangan tertentu yang sebenarnya masih dapat ditolerir karena sifatnya ringan, namun langsung ditindak secara tegas oleh pimpinannya, bukan karena sifat pimpinannya yang obyektif, namun karena dikarenakan anggota Polri tersebut tidak  memiliki  latar  belakang  sebagaimana  anggota  Polri  yang dicontohkan sebelumnya, yaitu memiliki ”kedekatan khusus” dengan pimpinannya, memiliki keluarga ”pejabat tinggi”, dll, ditambah lagi adanya ”pesanan” dari seseorang diluar Polri yang merupakan ”rekan khusus” pimpinan tersebut yang meminta kepada pimpinan tersebut untuk menindak anggota Polri dimaksud dengan hukuman yang  seberat-beratnya.  Dalam  hal  tersebut  terjadi  keegoisan pimpinan  yang  mementingkan  kepentingan  pribadinya  daripada menjunjung tinggi harkat dan martabat organisasi Polri.Fenomena-fenomena tersebut setidaknya telah dijumpai secara langsung oleh penulis di lingkungan kerja fungsi Reskrim, dan seringkali  hal-hal  tersebut  menimbulkan  kekecewaan  yang mendalam bagi para penyidik maupun penyidik pembantu.
4. SOP Yang Tidak Up To Date
Standard Operational Prosedure berupa petunjuk pelaksanaan (Juklak) maupun petunjuk tekhnis (Juknis) utama bagi pelaksanaan operasionalisasi kinerja pada fungsi Reskrim hingga saat ini adalah Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 1205 /IX / 2000, tanggal 11 September 2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana.  Juklak / Juknis tersebut belum diperbaharui sama sekali hingga saat ini dan dalam pandangan penulis berdasarkan pengalaman berdinas selama kurang lebih empat tahun pada fungsi Reskrim, Juklak / Juknis tersebut sudah saatnya diperbarui atau direvisi pada bagian-bagian tertentu guna menyesuaikan dengan perkembagan permasalahan yang banyak dihadapi  oleh  penyidik  maupun  penyidik  pembantu,  misalnya pembenahan terhadap berbagai piranti lunak penyidikan yang sudah tidak relevan seperti Surat Panggilan Saksi yang di dalamnya terdapat peringatan terhadap saksi yang tidak memenuhi panggilan penyidik sebanyak dua kali berturut-turut akan langsung disangka melanggar pasal 216 ayat (1) KUHP karena melakukan perbuatan menghalang-halangi penyidikan, padahal belum tentu saksi tersebut tidak hadir karena adanya niat menghalang-halangi penyidikan, bisa saja terjadi misalnya surat dimaksud tidak sampai pada alamat yang dituju. Disamping itu, dalam pasal 112 ayat (2) KUHAP telah diatur bahwa apabila seorang saksi tidak dapat hadir menghadap pada penyidik, maka penyidik berkewajiban memanggil saksi tersebut sekali  lagi  dengan  perintah  kepada  petugas  untuk  membawa kepadanya (penyidik) atau jika saksi yang dipanggil tersebut tidak dapat hadir memenuhi panggilan dengan memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan  pemeriksaan,  maka  penyidik  itu  datang  ke  tempat kediamannya, sebagaimana ditentukan dalam pasal 113 KUHAP.Banyak lagi permasalahan yang masih terjadi pada fungsi Reskrim terkait dengan Juklak / Juknis yang tidak teridentifikasi dengan baik sehingga menjadikan fungsi Reskrim sulit diperbaiki kinerjanya. Jika hambatan-hambatan pada tataran SOP dimaksud tidak teratasi dengan baik, maka kualitas penyidik maupun penyidik pembantu pun akan sulit ditingkatkan.
5. SDM Yang Tidak Kompeten
Penyidik maupun penyidik pembantu pada fungsi Reskrim belum seluruhnya memiliki kompetensi di bidang penyelidikan dan penyidikan sehingga seringkali proses penyelidikan dan penyidikan tidak berjalan sebagaimana yang seharusnya dengan hasil yang optimal. Sebagai contohnya antara lain yaitu dalam penentuan suatu perkara merupakan pidana atau bukan, penentuan tersangka maupun penentuan pasal yang dipersangkakan kepada tersangka belum dapat dilaksanakan secara optimal oleh penyidik maupun penyidik pembantu akibat tidak dikuasainya  metode  analisa  perkara  yang  baik,  sehingga  tidak  jarang mengakibatkan konflik antara pelapor, tersangka beserta penasehat hukumnya dengan penyidik dan/atau penyidik pembantu ketika terjadi perbedaan pendapat antara pihak-pihak tersebut tentang kategori suatu perkara memenuhi unsur pidana atau tidak, seseorang layak dijadikan tersangka atau tidak maupun pasal yang dipersangkakan terpenuhi unsur-unsur pidananya atau tidak. 
Disamping itu belum dikuasainya teknik maupun taktik penyelidikan dan penyidikan dengan baik oleh sebagian besar penyidik maupun penyidik pembantu, seringkali mengakibatkan kesalahan-kesalahan dalam penanganan suatu perkara pidana, antara lain dalam hal penangkapan terhadap tersangka yang perkaranya tidak termasuk kategori “tertangkap tangan” tidak dilengkapi surat perintah penangkapan, terlambatnya pengajuan surat perintah perpanjangan penahanan bagi tersangka yang proses penyidikannya belum selesai, tidak dilengkapinya penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana dengan ijin dari pengadilan negeri setempat, dan lain-lain.
6. Mekanisme Kontrol Yang Tidak Berjalan Dengan Baik.

Dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan maupun penyidikan pada fungsi Reskrim sebenarnya telah terdapat mekanismo kontrol yang telah ditentukan secara standar oleh Polri, yaitu dengan adanya pelaksanaan supervisi yang terjadwal, baik bulanan maupun setiap triwulan, satu semester maupun sepervisi khusus pada suatu akhir tahun anggaran kinerja.  
Supervisi dimaksud dilaksanakan secara berjenjang, yaitu pada level Polsek, kinerja unit Reskrim Polsek tertentu dikontrol oleh pejabat pada tingkat Polres diawasi oleh Sat Reskrim Polres, selanjutnya Sat Reskrim Polres dikontrol oleh Subbag Reskrim Polwil maupun Ditreskrim Polda, sedangkan Ditreskrim  Polda  dikontrol  oleh  Bareskrim.  Disamping  itu,  juga terdapat mekanisme kontrol eksternal yaitu oleh BPK yang dilakukan setahun  sekali  terhadap  seluruh  Satuan  Kerja  organisasi pemerintah,  termasuk  di  dalamnya  satuan-satuan  kerja  yang terdapat dalam tubuh Polri. Secara ideal, memang diharapkan dengan adanya mekanisme kontrol  dimaksud  maka  kinerja  pada  fungsi  Reskrim  termasuk penyidik maupun penyidik pembantunya  akan terlaksana secara maksimal  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat di bidang penyelidikan dan penyidikan, namun faktanya tidak demikian, yang terhadi adalah sebaliknya dimana supervisi dimaksud justru tidak menjadikan kondisi satuan-satuan kerja di dalam tubuh Polri semakin ”sehat” tetapi supervisi tersebut semakin ”memperburuk” keadaan ”kesehatan” suatu satuan kerja Polri dikarenakan para petugas  yang ditunjuk untuk melaksanakan  supervisi  dimaksud melakukan  ”kolusi”  dengan  pejabat  satuan  kerja  yang  akan dilakukan supervisi sehingga berbagai penyimpangan yang terdapat dalam suatu satuan kerja Polri dapat ”diamankan” sedemikian rupa dan tidak terlaporkan secara resmi dalam hasil supervisi.
3. SOLUSI MASALAH
Dalam sistem hukum nasional kita, ketika berbicara soal penegakkan hukum. Korp polisi juga menempati suatu kedudukan sangat istimewa, bukan karena dibikin istimewa, melainkan karena peranan yang dijalankannya dalam penegakkan hukum tersebut. Menurut Sacipto Rahardjo kalau hukum sebagaimana dituliskan dalam peraturan itu disebut sebagai hukum yang “tidur”, maka polisi itu hukum yang hidup. Peraturan apapun bentuknya sejatinya hanya memuat janji-janji bahwa ia akan melindungi warga negara , bahwa ia akan menghukum orang yang berbuat kejahatan dan sebagainya, tetapi baru di tangan polisilah janji tersebut menjadi kenyataan. Polisilah yang akan menentukan siapa orang yang harus dilindungi dan siapa yang ditindak atau ditangkap, bagaimana perlindungan itu akan diberikan, seberapa besar dan sebagainya itu semua wewenang polisi. Jadi dalam satu perkara yang sama bisa saja mendapat perlakuan berbeda. Dalam kondisi ini polisi seringkali membuat standar ganda dalam penanganan perkara. Oleh karena itu bisa dipahami mengapa Polisi dalam satu perkara menahan tersangka sementara dalam perkara yang lain tidak dikenakan tindakan apa-apa.
Penerapan pemikiran sistemik dalam penyelenggaraan hukum pidana menempatkan polisi pada kedudukan pos terdepan yang berfungsi sebagai pintu masuk ke dalam proses penyelenggaraan hukum pidana atau proses peradilan pidana tersebut. Apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh polisi akan mempengaruhi keseluruhan kerja sistem. Artinya ketika seseorang berurusan dengan hukum pidana nasibnya ditentukan oleh pekerjaan polisi. Kerja polisi yang keras akan menghasilkan perkara ke pengadilan begitu pula sebaliknya jika polisi tidak bekerja keras tidak akan ada perkara ke pengadilan. Artinya perbaikan kinerja penegak hukum termasuk ekses yang timbul seperti mafia hukum.
Melihat Problematika yang dihadapi Polri diatas, maka masalah-masalah  yang dihadapi seharusnya segera diatasi, semua hal tersebut segera dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan guna membangun kepercayaan masyarakat. Berdasarkan bagan berikut solusi-solusi yang dihadapi Polri dapat segera diatasi 

1. Career Service With Merit System

Career Service With Merit System merupakan penerapan sistem merit atau sistem prestasi kerja sebagai dasar pemberian imbal  jasa  kepada  pegawai.  Sistem  Merit  selain  memberikan kenaikan  besaran  nilai  imbalan  yang  diterima  pegawai  juga memberikan jaminan keadilan yang lebih pasti, yakni pegawai yang bekerja dan memiliki tanggung jawab lebih berat akan memperoleh imbalan  yang  lebih  besar  pula  sehingga  mendorong  pegawai berprestasi sebaik mungkin. 
Memang saat ini kegiatan penyelidikan maupun penyidikan pada fungsi Reskrim Polri telah didukung dengan sejumlah anggaran namun  dalam  pandangan  penulis,  pemenuhan  anggaran penyelidikan  maupun  penyidikan  tersebut  belum  mencakup pelaksanaan sistem merit karena dukungan anggaran dimaksud masih  hanya  mencakup  aspek  perkara  yang  ditangani  secara kualitatif dan kuantitatif namun belum mencakup aspek kualitas pertanggungjawaban setiap penyidik maupun penyidik pembantu. 
Sebagaimana sistem pembagian kerja pada fungsi Reskri, misalnya pada tingkat Polres, terdapat beberapa unit dengan tanggung jawab yang berbeda dan tantangan yang berbeda pula, tergantung situasi dan kondisi lingkungan Polres tersebut, khususnya terkait dengan aspek kriminalitas. Sebagi  contoh, di  kota-kota  besar tentunya ancaman  street  crime  terutama  curanmor,  perampokan  dll menempati urutan teratas sehingga otomatis tanggung jawab para penyidik dan penyidik pembantu yang bertugas di unit lapangan (Resmob : Reserse Mobil, Tekab : Team Khusus Anti Bandit, Buser : Buru Sergap, dll) lebih berat dibandingkan para penyidik yang bertugas pada unit lainnya seperti unit tindak pidana ekonomi (HaKI, Perlindungan Konsumen, dll) sehingga selayaknya terhadap para penyidik dan penyidik pembantu yang bertugas di unit lapangan tersebut diterapkan sistem merit dengan memberikan tunjangan / imbalan yang lebih besar dibandingkan para penyidik dan penyidik pembantu yang bertugas di unit tindak pidana ekonomi.Jika sistem merit tersebut diterapkan secara profesional maka menurut pendapat penulis, akan terjadi peningkatan motivasi dalam diri setiap penyidik dan penyidik pembantu pada fungsi Reskrim hingga  akhirnya  dapat  terwujud  komitmen  organisasi (organizational commitment) sebagaimana yang telah ditentukan dalam visi dan misi Polri.
2. Fit and Proper Test

Profesi penyidik dan penyidik pembantu memiliki posisi vital dalam  pelaksanaan  tugas  pokok  Polri  sebagaimana  yang diamanatkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik  Indonesia, khususnya dalam hal  pelaksanaan tugas pokok Polri sebagai penegak hukum. Namun vitalnya posisi dimaksud tidak diiringi  atau diimbangi dengan adanya perhatian yang serius pula dari Polri secara organisasional dalam hal kualitas para  anggota  Polri  yang  ditugaskan  sebagai  penyidik  maupun penyidik pembantu. 
Hanya sedikit pimpinan satuan kewilayan Polri dalam tataran individual yang menaruh perhatian serius terhadap posisi dimaksud dikarenakan komitmennya yang kuat dalam hal peningkatan  kualitas  kinerja  Polri  sehingga  pimpinan  dimaksud menerapkan standarisasi tertentu dalam satuan kewilayahan yang dipimpinnya untuk menempatkan seorang personel Polri pada posisi tertentu. Sebagai contohnya adalah yang dilakukan oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Drs. Alex Bambang Riatmojo dalam hal penempatan Kasat Reskrim pada Polres tertentu tidak begitu saja dilakukan sebagaimana yang terjadi “biasanya” di tubuh Polri, yaitu seorang perwira Polri cukup hanya dengan dilakukan “penunjukan” melalui surat perintah / surat keputusan tanpa mempertimbangkan kompetensinya bahkan seorang perwira yang tidak mempunyai latar belakang  kinerja  di  bidang  penyelidikan  dan  penyidikan  dapat menjadi  seorang  Kasat  Reskrim,  namun  Irjen  Pol.  Drs.  Alex Bambang Riatmojo melakukan serangkaian  fit and proper test tertentu terhadap para perwira yang akan ditugaskan sebagai Kasat Reskrim.  Jika  hasil  tes  dimaksud  memenuhi  standar  yang ditentukan, maka perwira tersebut akan ditugaskan sebagai Kasat Reskrim, demikianjuga sebaliknya jika tidak lulus maka perwira dimaksud  tidak  akan  dapat  menempati  posisi  sebagai  Kasat Reskrim.Fit  and  proper  test  terhadap  para  calon  Kasat  Reskrim sebagaimana yang digagas oleh Irjen Pol. Alex Bambang Riatmojo tersebut dalam pandangan penulis layak untuk diterapkan sebagai mekanisme di dalam tubuh Polri dalam hal penugasan seorang anggota Polri sebagai penyidik maupun penyidik pembantu, jadi tidak hanya sampai pada level Kasat Reskrim saja yang dilakukan tes dimaksud sehingga fungsi Reskrim akan diisi oleh para penyidik maupun penyidik pembantu yang berdedikasi kerja tinggi, capable, dan qualified.
3. Asuransi Kerja

Tingginya resiko khususnya dalam hal keselamatan jiwa raga yang  dihadapi  yang  dihadapi  oleh  para  penyidik  dan  penyidik pembantu dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan hingga saat ini belum mendapat perhatian yang cukup serius dari organisasi Polri. Sebagai contoh, banyak anggota fungsi Reskrim yang harus mengalami cedera bahkan kehilangan nyawa ketika melaksanakan tugasnya terutama pada saat berhadapan dengan para penjahat yang memberikan perlawanan kepada para penyidik maupun penyidik pembantu ketika hendak dilakukan penangkapan, terutama para penjahat street crime yang bersenjata, baik senjata api maupun senjata tajam, namun ketika para penyidik maupun penyidik pembantu yang cedera tersebut memerlukan perawatan atas kesehatannya akibat kecelakaan dalam bertugas justru tidak ada dukungan biaya kesehatan dari dinas sehingga biaya perawatan tersebut harus ditanggung oleh penyidik maupun penyidik pembantu itu sendiri. Begitu juga ketika seorang penyidik maupun penyidik pembantu mengalami resiko yang lebih fatal yaitu harus kehilangan nyawa dalam bertugas maka yang diterima keluarganya hanyalah santunan yang  tidak  begitu  besar  jumlahnya  yang  diperoleh  dari  rasa solidaritas  rekan-rekannya  sehingga  keluarganya  pun  tidak mendapatkan  tunjangan  ekstra  akibat kecelakaan  yang  dialami penyidik maupun penyidik pembantu tersebut.
Oleh  karena  itulah,  sudah  saatnya  organisasi  Polri mengusahakan  terwujudnya  asuransi kerja bagi  para  penyidik maupun  penyidik  pembantu  dengan  tetap  disesuaikan  dengan tingkat  resiko  kerja  masing-masing  penyidik  maupun  penyidik pembantu pada fungsi Reskrim.
4. Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Mungkin banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang berbagai kekurangan yang dihadapi oleh penyidik maupun penyidik pembantu  terkait  dengan  pemenuhan  sarana  dan  prasarana penyelidikan dan penyidikan sehingga kekurangan tersebut harus dipenuhi  secara swadaya oleh para penyidik  maupun  penyidik pembantu, seperti halnya sarana berupa komputer, alat tulis kantor (ATK), kendaraan dinas, dll. Akibatnya terjadilah penyimpangan oleh para  penyidik  maupun  penyidik  pembantu  terkait  dengan  cara memenuhi  kekurangan  tersebut  dengan  menggunakan  praktik-praktik sebagaimana yang dijelaskan penulis diatas, seperti praktik 86, meminta setoran, dll.Oleh karena itu selayaknya organisasi Polri memenuhi secara optimal  terhadap kebutuhan sarana dan prasarana tersebut agar tidak terjadi lagi berbagai penyimpanganyang dilakukan oleh para penyidik maupun penyidik pembantu terutama dengan alasan untuk memenuhi ”kebutuhan komando”.
5. Pengawasan Melekat 
Polri menerapkan pengawasan penyidikan karena banyak masyarakat mengeluhkan kinerja reserse. Pedoman pengawasan itu mengatur petunjuk teknis kewajiban penyidik setelah menerima laporan dari masyarakat dan tenggat penyelesaian kasus. Pengawasan penyidikan dilakukan oleh perwira berpangkat lebih tinggi.
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